PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon: 4512412

MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015, maka perlu
menjadi acuan dan pedoman untuk pelaksanaan
pembangunan kota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebageimana

dimaksud dalam huruf a perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Medan Tahun 2011-2015;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286j);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir  dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan
Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar,
Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Dairi dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Medan dalam Wilayah Propinsi
Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);




10.

1 &

12,

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (delapan belas)
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Il Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 310;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 4);




16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah Daerah Kota  Medan
Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  RENCANA
STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2011-2015.

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.

4, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Medan

6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran
Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum
Daerah.



10.

iy

12.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya  disingkat Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun.

Reéncana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS merupakan program pricritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Medan.

Pasal 2

Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015,
terdiri dari:

a.
b.
C.

d.

BAB [ : PENDAHULUAN.

BABI :GAMBARAN PELAYANAN S¥pn.

BABIIl :ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI.

BABV :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPIMD.

BAB VII : PENUTUP.

Pasal 3

Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

.

penjabaran dari RPJMD Tszhun 2011-2015 yang memuat
rancangan kerangka ckonomi daerah Tahun 2011-2015 yang
antara lain di dalamnya mengatur arah kebijakan perekonomian
dan isu strategis pembangunan kota, renja, dan pendanaannya;
Pedoman bagi SKPD dalam menyusun dan memutakhirkan renja
setiap tahunnya; dan




c. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun rancangan RKA termasuk
masukan dalam menyusun rancangan KUA dan PPAS-SKPD
setiap tahunnya.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan renja, RKPD, KUA, PPAS, dan Rancangan

APBD, setiap tahunnya:

a. SKPD menggunakan Renstra SKPD sebagai pedoman dan sumber
utama dalam penyusunan renja setiap tahunnya; dan

b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang
diajukan cleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Badan menelaah pemanfaatan dan kesesuaian antara Renstra SKPD
dan RPJMD Tahun 2011-2015,

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Januari 2013

WALIKOTA MEDAN,

tid

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS PAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 2



